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ABSTRAK

Artikel im1 mendeskripsikan peran dan pentingnya social caprtal sebagal pirants sosial
pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah sociaf capita/ masih eksis
di Indonesia. Secara kritis, social eapital dipandang sebagai suatu landasan bagi asumsi
pembangunan sosial pada level komunitas. Analisis terhadap peranan social capital sangat
mendesak mengingat policymakers membutuhkan masukan untuk mendukung kebijakan
pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Diharapkan, sociaf capi-
taf sebagai pivanti sosial vang berakar pada komunitas, dapat berfungsi secara maksimal
tetapi dinamik dalam mengatasi masalah sosial. Bahasan ini diharapkan dapat menambah
kevakinan kita bahwa secial capital dapat direkayasa ulang, asal dilakukan oleh dan untuk
anggota komunitas. Dengan demikian, tugas schelars, policvmakers, practitioners adalah
memfasilitasi komunitas agar mereka menyadari bahwa ada piranti sosial yang dapat diday-
agunakan untuk berbagai tantangan yvang dihadapi pada hampir semua aspek kehidupan,

tentunya pada level komunitas.

1. PENDAHULUAN

Dalam Lima tahun terakhir peng-
gunaan istilah soeial eapital terutama
di kalangan scholars, policymakers,
dan practicioners di Indonesia cukup
frekuentif dan intensif disebabkan
mereka terpacu oleh suatu kondisi di
mana paradigma pembangunan telah
bergeser dari sentralistik kepada de-
sentralistik. Desentralisasi pemban-
gunan tersebut memotivasi mereka
untuk menyiapkan sebuah konsep
pembangunan baru yang memung-
kinkan masyarakat mampu mengatasi
masalah szosial vang mereka hadapi
dan mampu meningkatkan kesejah-
teraannya, dalam situasi di mana per-
anan pemerintah berkurang secara
signifikan.

Di kalangan schelars, isu men:
genai social capital sudah menjadi
wacana bahkan menjadi tema bahas-an

sejumlah diskusi atau topik theeis dan
disertasi sejumlah mahasiswa pas-
casarjana terutama di Universitas In-
donesia. Sejumlah peneliti pada insti-
tusi riset untuk sektor sosial mulai
mengkaji apa saja bentuk-bentuk social
capital dimaksud, dan apa peranan
serta sejauh mana pentingnya social
capital tersebut dalam kehidupan
masyarakat. Tujuan riset yang mereka
lakukan adalah wuntuk mendukung
pembangunan, agar lebih bermanfaat
bagi kesejahteraan ma-syarakat.
Lancarnya komunikasi dan in-
teraksi antara scholars dengan policy-
makers melalui berbagai seminar mis-
alnya, telah mendorong policymakers
untuk mulai mempertimbangkan dan
memposisikan social capital dalam
program pemberdavaan masyvarakat.
Walaupu hal ini masih premature,
tetapi upaya memasukan social capital
dalam kebijakan pemberdavaan mas-
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varakat merupakan inisiatif vang posi-
taf.

Sementara itu, di kalangan practi-
tioners yang bekerja di sektor sosial
sudah mulai mempertimbangkan ber-
bagai strategi pendampingan yang pal-
ing efisien tetapi efektif agar komuni-
tas miskin mampu menghindari risiko
dan kerentanan, dilihat dari lensa so-
cial capital Mereka me-nyadari bahwa
pendekatan individu dalam memberi-
kan pelayanan sosial relatif mahal.
Dengan mempertimbangan social capi-
tal sebagai entry point, maka pen-
dampingan menjadi lebih efisien tetapi
efektif dan yang lebih penting lebih
terjamin berke-sinambungannya.

Negara hingga kini belum mampu
menjabarkan amanat pasal 34 UUD
1945 untuk membangun sistem jami-
nan sosial yang melindungi kese-
jahteraan sosial warga negara. Oleh
karena itu, ketiga pihak ter-sebut ter-
pacu untuk mencari solusi fundamen-
tal untuk melindungi warga masyara-
kat terutama komunitas miskin lepas
dari risiko dan ke-rentanan Adanya
upaya ketiga pihak tersebut positif,
karena hingga sekarang pihak-pihak
terkait hanya memikirkan bagaimana
melakukan eksplorasi terhadap dua
dari tiga harta yang dimiliki masyara-
kat, vakm physical capital dan human
capital, sedangkan harta ketiga yaitu
harta sosial (social capital) belum diek-
splorasi dengan bijaksana.

Mungkin timbul pertanyaan, apa-
kah harta sosial masih ada di bumi In-
donesia? Bila ya, apakah social eapital
masih berfungsi dengan baik pada
masyarakat? Pertanyaan ini muncul,
karena perspektif human history (Gal-
tung, 1996), melihat bahwa social capi-
ta/ mulanva adalah “product” dari
proses kristalisasi ikat-an sosial dan
jaringan kerja antar-warga masyarakat
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tradisional. Dari perspelktif ini, mas-
yvarakat Indonesia telah memasuki
tahap modern society karena memiliki
ciri-ciri organisasi negara berskala be-
gar, modal dan media, struktur ketata-
negaraan, biro-krasi, dan piranti pasar;
sebagian masyarakat sudah memasuki
tahap post-modern sociaty dengan ciri
destructuration dan deculturation ter-
hadap “product” tradisional society.
Chaotic dan anarchic juga adalah ciri
lain dari sebuah post-modern society.
Namun, masih banyak penduduk vang
hidup pada tahap (traditional society
terutama masyarakat per-desaan vang
menekuni sektor per-tanian: penduduk
yvang hidup pada tahap primitive soci-
ety juga masih ada. Dalam hal ini, In-
donesia adalah salah satu negara di
dunia yang memiliki penduduk yang
memenuhi kategori empat phase terse-
but. Pertanyaan selanjutnya adalah,
apakah eksistensi social capital sebagai
sebuah “product” masa lampau masih
dapat dipertahankan.

Artikel ini bertujuan mendeskrip-
sikan peran dan pentingnya social capi-
tal dalam sebagai sebuah prrantr sosial
(social equipments) pada level komuni-
tas, dan sekaligus menjawab pertanya-
an mendasar seperti dikemukakan di
atas. Secara spesifik artikel ini mem-
bahas secara kritis tentang social
capital sebagal sebuah landasan pem-
bangunan sosial pada level komunitas
untuk konteks Indonesia. Analisis ter-
hadap peranan social capital mendesak
mengingat policymakers membutuhkan
berbagai masukan untuk mendukung
pe-rumusan kebijakan pembangunan
spsial yang bertumpu pada kemampu-
an masyarakat sehingga masyarakat
mampu mengatasi masalah sosial dan
meningkatkan kesejahteraan sosial se-
cara mandiri. Dengan artikel ini,
diharapkan socia/ capital sebaga
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capital sebagai sebuah piranti sosial
yvang memang benar-benar telah bera-
kar di masyarakat terutama pada level
komunitas. Artikel ini juga diharapkan
dapat menambah keyvakinan kita bah-
wa social ecapital dapat direkayasa
ulang asal dilakukan oleh anggota ko-
mumnitas, sehingga peran dan penting-
nya social eapital dapat berkembang
secara dinamis, Tugas scholars, polr-
cymakers, practitioners adalah mem-
fasilitasi anggota komunitas agar
mereka menyadari bahwa mereka
memiliki piranti sosial sebagai sebuah
harta sosial vang dapat didayagunakan
untuk berbagai kepentingan mereka
untuk semua aspek kehidupan, ten-
tunya pada level komunitas.

2. DEFINISI DAN PENGERTIAN
SOCIAL CAPITAL

Seorang social development spe-
cialist ternama dar Italy, Robert D.
Putnam, pada tahun 1970 mengem-
bangkan konsep social capital untuk
memberikan argumentasi teoritis ter-
hadap pertanyaan mengapa tindakan-
tindakan kolektif mengalami kega-
galan pada sejumlah komunitas, tetapi
pada komunitas-komunitas lainnya
mengalami keberhasilan. Berdasarkan
hasil penelitiannya di Italy, faktor sig-
nifikan yang menentukan keberhasilan
tersebut adalah social capital Social
capital dalam pandangan Putnam me-
rujuk kepada suatu feafure tentang
organisasi sosial, seperti jaringan-
jaringan kerja, norma-norma dan ke-
percayaan yang memfasilitasi tercip-
tanya ko-ordinasi dan kooperasi bagi
kepentingan bersama dalam sebuah
komunitas.

MNarayan and Woolcock (2000) ke-
mudian mengembangkan definisi for-
mal sederhana tentang social capital

yakni “norma-norma dan jaringan-
jaringan kerja yang membuat orang
bertindak secara kolektif.” Dalam pan-
dangan mereka, social capital dapat
meningkatkan genefit investasi physi-
cal capital dan human ecapital. Dengan
kata lain, tanpa adanya social capital,
Return On Investment dari investasi
harta fisik dan harta manusia tidak
akan optimal, bahkan kontribusinya
bagi kesejahteraan manusia tidak
memiliki makna apa-apa. Inilah inti
dari fungei dan peran-an social capital
dalam konteks pembangunan. Kega-
galan pembangunan selama ini diduga
disebabkan kurang mempertimbang-
kan social capital sebagai independent
variable.

Ketika istilah social capital itu
ditemukan, Putnam (1993) mempela-
jari 20 pemerintah daerah yang ter-
hitung kuat yang didirikan di Italy ta-
hun 1970. Beberapa dari sample pe-
merintahan tersebut mengalami kega-
galan dalam menjalankan pemerin-
tahannya: mereka bekerja tidak efisi-
en, malas, dan korupsi. Sementara
yang lain, berhasil dalam menciptakan
program movatif dan mengarahkan
dan mengimplementasikan kebijakan,
Putnam kemudian mene'mukan atri-
but social capital dalam komunitas
vang berhasil. Dalam seocial capital,
ternyata ada jaringan kerja hubungan
sosial. Komunitas dengan jaringan
kerja sosial vang kental dapat dipasti-
kan memiliki social capital yang kuat:
sementara komunitas yang lemah jar-
ingan kerja sosialnya berarti socral
capital juga lemah. Soliditas jaringan
kerja social capital semakin kuat den-
gan semakin meningkatnya partisipasi
orang dalam jaringan kerja sosial, se-
makin besar proporsi anggota komuni-
tas dalam jaringan kerja sosial, dan
semakin tumpang-tindih jaringan kerja
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sosialnva, sehingga terbentuklah keter-
kaitan antar anggota dalam sebuah
komunitas,

Ada sejumlah bukti empiris ten-
tang kontribusi social capital dalam
kehidupan bermasvarakat di beberapa
negara. Terbukanya akses pada social
capital dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan keluarga (Boisjoly et al,
1995). Sebaliknya, hilangnya social
capital dan gersangnyva warna ke-
hidupan komunitas, dapat menimbul-
kan emotional disorder (Maher, 1992)
dan bahkan dapat menimbulkan keja-
hatan (Bellair, 1997). Cullen (1994)
berpendapat lemahnya pengawasan
sozial, keterlibatan individu dalam ke-
jahatan, dan tingkat kejahatan, mem-
punvai korelasi dengan dukungan
sosial—yaitu  ketersediaan jaringan
kerja sosial yang menyediakan sumhber-
sumber perlindungan bagi warga
masyvarakat.

Cullen (1994) juga mengemuka-
kan bahwa dengan meningkatnya du-
kungan sosial dalam komunitas, ting
kat kejahatan menurun. Komunitas-
komunitas yang menjaring warganya
dengan ikatan-ikatan atas dasar saling
kepercayaan, empati dan tanggung
jawab, akan melindungi mereka dari
kejahatan sosial (Braithwaite, 1989:
Cullen, 1994; Messner and Rosenfeld,
1994). Selanjutnya, Chamlin and Coch-
ran (1997) berpendapat bahwa tingkat
kejahatan akan menurun dalam ko-
munitas-komunitas yang mendorong
warganya untuk berpartisipasi dalam
berbagai aktivitas untuk kepentingan
bersama. Dengan demikian, cukup
bukti menunjukkan bahwa social capi-
ta/ merupakan sebuah harta sosial
vang patut dipelihara secara bijaksana,
karena kontribusinya demikian baik
bagi masyarakat.
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Jika social capital meningkat den-
gan meningkatnya jumlah orang yang
berpartisipasi dalam asosiasi informal
dan jaringan-jaringan kerja sosial
(networks), maka anggotanya dapat
memberikan kontribusi kepada social
capital komunitas mereka, biasanya
dengan cara-cara berpartisipasi dalam
perkumpulan olahraga, organisas rek-
reasi, kelompok rukun tetangga dan
rukun warga, organisasi keagamaan,
asomiast orangtua murid dan guru, or-
ganisasi kepemudaan, organisasi ke-
perempuanan, organisasi lanjut usia,
dan lain sebagainya. Perlu diingat
bahwa kinerja social capital tergantung
pada partisipasi aktif anggotanya: ikut
bermain dalam sebuah tim, bukan
hanya menyaksikan acara olahra-
ganya; bergabung dalam kelompok pa-
duan suara komunitas, bukan hanya
menghadin acara konsernya: ikut ter-
libat dalam arizan warga bukan hanya
terdaftar sebagai peserta aris-an
warga: dan terlibat langsung dalam
sebuah kegiatan ritual keagamaan di
tempat peribadatan lokal, bukan hanya
sering bepergian ke tempat-tempat
peribadatan yang megah tetapi berada
di luar wilayah tempat tinggalnya,

3. PERANAN SOCIAL CAPITAL
DARI DIMENSI TEORITIS

Dalam lima tahun terakhir terjadi
perkembangan menarik di Indonesia di
mana ada kesepakatan tak-tertulis
antara tiga pihak, yakni scholars,
policymakers, practitioners dari ber-
bagai disiplin ilmu, yang mengakui
peranan dan betapa pentingnya
lembaga (institutions) dan komunitas
{communities/ dalam pembangunan
ekonomi di Indonesia. Adanya ko-
operasi dan dialog di antara mereka
bukan suatu kebetul-an, tetapi karena
terdorong oleh bermunculannya bukt:-
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munculannya bukti-bukti hasil peneli-
tian di sejumlah negara di dunia ter-
masuk di Indonesia oleh para ahh
Barat vang menunjukkan bahwa
hubungan sosial (social relationships)
yvang terjalin dalam lembaga dan ko-
munitas mempunyai implikasi penting
bagi pembangunan ekonomi. Hubun-
gan sosial (social relationships) dengan
berbagai pola berbeda-beda—tergan-
tung pada daerah dan latar belakang
sosial budayva komunitas—disebut so-
cral capital atau harta sosial.
Konseptualisasi peranan hubu-
ngan sosial dalam pembangunan men-
jadi titik tolak penting dari perkem-
bangan pendekatan-pendekatan teori
terakhir, karena hingga tahun 1990-an
teori pembangunan masih berpandan-
gan sempit, bahkan kontradiktif terha-
dap peranan hubungan sosial dalam
pembangunan ekonomi. Apabila disi-
mak lebih ke jauh ke belakang, pada
tahun 1950-an dan 1960-an misalnya,
hubungan sosial tradisional dan pola
hidup tradisional oleh sejumlah ahli
dianggap menghambat pembangunan.
Akibatnya, pada masa Pemerintahan
Orde Baru para pengambil keputusan
dan pembuat kebijakan di Indonesia
misalnya, demikian terpengaruh se-
hingga menganggap penting untuk
mengembangkan program-program
vang tuuannya untuk mengeliminasi
tradisi dan adat istiadat vang dianggap
dapat menghambat implementasi se-
buah proyek pembangunan. Bah-kan
hingga sekarang masih banyak kalan-
gan ahli vang menganggap bahwa
adat-istiadat dan tradisi yang ada pada
hampir semua kelompok etnis di Indo-
nesia dianggap menghambat kema-
juan. Pandangan kurang tepat tersebut
mungkin sekali dipengaruhi oleh pen-
dapat Moore (1997), seorang moderni-
zations theorist, vang mencatat bahwa

social relations sebagai biangkelad:
kegagalan kapitalisme di sejumlah ne-
gara berkembang.

Pada tahun 1970-an teorisi-teorisi
ketergantungan dan sistem berpenda-
pat bahwa hubungan sosial di antara
elite pengusaha dan politik-us meru-
pakan sebuah mekanisme penting dari
keberhasilan eksploitasi kapitalisme
terhadap negara-negara berkembang.
Mereka juga melihat bahwa karakter-
istik sosial negara miskin dan komuni-
tasnya dinilai secara eksklusif dalam
bentuk kepentingan pemodal terhadap
tenaga kerja. Sementara itu, sedikit
sekali vang menyinggung hubungan
saling menguntungkan antara buruh
deng-an majikan untuk kepentingan
kesejahteraan buruh. Sejalan dengan
itu, teorisi neoclassical dan public
choice pada tahun 1980-an dan 1990-
an, mengindikasikan tidak ada faedah
konkrit dari hubungan sosial terhadap
pembangunan ekonomi. Namun pada
saat bersamaan, sejumlah teorisi pem-
bangunan mulai berami mengemu-
kakan penilaian objektifnya bahwa se-
lama ini hubungan sosial (social rela-
tions) terlalu didiskreditkan, dipojo-
kan, dieksploitasi, dianggap tidak rele-
van dan tidak bermakna,

Untuk melihat peranan dan
pentingnya social capital pada level
komunitas, ada beberapa perspektif
vang dapat dijadikan kerangka ber-
pikir untuk mempermudah melihat
social capital sebagai sebuah subjek,
karena perspektif ini mampu mem-
posisikan social capital dalam konteks
kepentingan yang netral. Berdasarkan
hasil penelitian tentang hubungan so-
cial capital dengan pembangunan eko
nomi, Woolcock and Narayan (2000)
mengkategorikan social capital ke
dalam empat perspektif: communi-

21



lnformasgi Kajian Permazalaban Sosial dan Usahs Kesoraleeraan Sostal Vol 7 No. 2 Juns 2008

tarian view, networks view, institu-
trenal view, synergy view,

Communitarian perspective se-
ring dan bizsanya menghubung-
hubungkan pandangannya dengan se-
jumlah organisasi lokal seperti clubs,
associations, dan civic groups. Net-
works perspective memperbincangkan
advantage dan disadvantage, dan me-
nekankan pentingnya asosiasi vertikal
maupun horizontal antar-orang dalam
hubungannya dengan- dan antar enti-
tas organisasi seperti community
groups dan frms. Institutional per-
spective berpendapat bahwa vitalitas
community networks dan eivil society
merupakan “product” lingkungan poli-
tik, hukum, dan institusional. Sedang-
kan synergy perspective berupaya
mengintegrasikan  bekerjanya dua
buah kekuatan yang menggeliat dari
dua perspektif yang berbeda yakni
networks dan institutional. Artikel ini
tidak mengkaji perbedaan empat per
spektif terhadap social capital, tetapi
mendeskripsikan communitarian view
tentang social capital dalam kaitan
dengan pe-rannya pada level komuni-
tas dengan definisi yang telah diurai-
kan di atas. Keempat perspektif terse-
but sama-sama penting dalam melihat
social capital sebagai salah satu di-
mensi vang harus dipertimbangkan
dalam pembangunan yang biasanya di-
implementasikan dalam bentuk inves:
tasi fisik dan investasi manugia,

Dari definisi dan pengertian ten-
tang social capital communitarian
view dapat menjadi dasar asumsi bagi
pemerintah dalam mempromosikan
social capital sebagai sebuah alat seka-
ligus potensi atau piranti sosial bagi
lembaga dan komunitas untuk menuju
suatu masyarakat sejahtera dan har-
monis. Communitarian  perspective
menempatkan lembaga dan komunitas
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sebagai assets yang memiliki peranan
penting dalam pemeliharaan ke-
hidupan masyarakat yang aman, ten-
teram, dan sejahtera. Perspektif ini
memandang social capital sebagai in-
dependent variable, sedangkan kese-
jahteraan sosial komunitas dipandang
sebagal dependent wvariable. Dengan
demikian, tentu saja fluktuasi vang
terjadi pada Independent variable (so-
cial capital)—disebabkan faktor inter-
nal maupun eksternal—dapat mem-
pengaruhi dependent wvariable (kese-
jahteraan). Dari pengertian ini, upaya
yang perlu dilakukan pemerintah
adalah memfasilitasi peningkatan
kinerja social capital sehingga meng-
hasilkan output kesejahteraan sosial
komunitas.

Perspektif ini juga melihat kese-
jahteraan sosial sebagai outeome lem-
baga dan komunitas di mana social
capital sebagal software bekerja. Oleh
karena itu, program konkrit pemerin-
tah dilihat dari communitarian per-
spective adalah bukan mengembang-
kan kesejahteraan sosial—karena ia
adalah outcome—tetapn memfasilitasi
lembaga dan komunitas supaya social
capital mereka berfungsi secara dina-
mis, dengan cara menciptakan ling
kungan yang kondusif sehingga social
capital bekerja menghasilkan kese-
jahteraan sosial komunitas. Salah satu
sebab mengapa sering ditemukan ke-
gagalan dalam program pemberdayaan
masyarakat adalah kesalahan me-
netapkan outcome menjadi subjek in-
tervensi, seharusnya social capital se-
bagai dependent variable sehingga
menjadi sagaran.

Dengan uraian di atas menunjuk-
kan bahwa perspektif komunitarian
dapat dijadikan landasan penting bagi
pemerintah apabila paradigma pem-
bangunan kesejahteraan sosial misal-
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nya memandang masyarakat—yang
merupakan agregat dari lembaga dan
komunitas—secara relatif memiliki
tanggung jawab sosial yang sama ter-
hadap pembangunan kesejahteraan
sosial, sebagaimana diwujudkan dalam
visi Departemen Sosial: “Kesejahteraan
Sosial Dari, Oleh, dan Untuk Semua.”

4. PERANAN SOCIAL CAPITAL
DARI DIMENSI EMPIRIS

Sejumlah bukti empiris yang dip-
rakarsai oleh sejumlah social develop-
ment specialists seperti Coleman (1987,
1988, 1990) tentang pendidikan, Put-
nam (1993, 1995) tentang partisipasi
warga dan kinerja lembaga, Dordick
(1997) tentang masalah kemiskinan,
Rubio (1977) tentang productive social
capital versus perverse social capital,
Narayan and Nyamwaya (1996) ten-
tang participatory poverfy assessment,
World Bank (1989) tentang kooperasi
dan kelompok tani, dan Narayan (1999)
tentang solidaritas sosial penduduk
pribumi, semuanya menunjukkan bah-
wa social capital memberikan dukun-
gan empiris sangat besar bagi penyu-
sunan policy prescription yang kom-
prehensif dan koheren. Ikatan sosial
dalam lembaga dan komunitas (com-
munity ties! tersebut tercermin dalam
norma-norma  dan  jaringan-jaringan
kerja yang membuat orang atau ang-
gota bertindak secara Lkolektif, yang
dikenal dengan seocial capital atau
harta sosial,

Social capital dalam eommuni-
tarian view secara inheren dinilai san-
gat baik, semakin banyak norma, jar-
ingan kerja dan kepercayaan semakin
baik, dan eksistensinya selalu mem-
punyai pengaruh positif terhadap kese-
jahteraan suatu lembaga dan komuni-
tas. Bila soliditas lembaga dan komuni-

tas semakin kuat, maka semakin kuat
sebuah masvarakat atau bangsa. Per-
spektif ini menilai bahwa social capital
memberikan kontribusi penting bagi
analisis kemiskinan, karena men-
dorong pihak-pihak yang melakukan
intervensi untuk lebih fokus kepada
sentralitas ikatan-ikatan sosial (socia/
ties) dalam pemberdayaan orang mi-
skin mengelola risiko dan kerentanan.
Dari perspektif ini, kembali ditegaskan
bahwa social capital dapat dipandang
sebagai independent variable wyang
mampu memberikan berbagal out-
comes positif bagi kepentingan lem-
baga dan komunitas. Macam-macam
outcomes dari social capital dapat
diidentifikasi, a.l., kesejahteraan sosial,
integrasi sosial, pembangunan berke-
lanjutan, dan reduksi kemiskinan, per-
damaian, dan efisiensi ekonomi, dan
manajemen sumberdayva lokal secara
kalektif.

Ilustrasi berikut kiranya dapat
membantu pemahaman lebih dalam
tentang perspektif social capital dalam
konteks kesejahteraan sosial masyara-
kat. Seseorang dalam sebuah keluarga,
pertemanan, dan perkumpulan, me-
lembaga menjadi sebuah social assets.
Orang yang terikat dalam social assets
dari sebuah lembaga dan komunitas
tentu dapat memanfaatkan asset yang
dimilikinya ketika menghadapi kesuli-
tan, mendayagunakannya untuk kese-
jahteraan, dan dipakai untuk ke-
pentingan sosial. Oleh karena itu, ko~
munitas yang mewarisi beragam
cadangan jaringan-kerja sosial (socia/
networks) dan perkumpulan kewar-
gaan (civie association), biasanya
berada dalam posisi yang lebih baik
dalam mengentaskan kemiskinan dan
kerentanan (Moser, 1996; Narayan,
1995), memecahkan  perselisihan
(Schafft, 1998: Varshney, 2000), dan

23



Inferinast Kafian Permasalahan Sozial dan Usaba Kesojabteraan Sogial, Vol 7 No. 2 Juni 2002

mengambil faedah dari peluang
peluang baru (Isham, 1999). Sebalik-
nya, absennya social ties dalam social
capital sebuah lembaga dan komunitas
dapat berdampak terbalik yang setara,
Dengan ilustrasi ini, tidak ada alasan
lagi bagi pthak manapun untuk menge-
luhkan bahwa social capital komunitas
merupakan penghambat pembangunan
di Indonesia. Sebaliknva, social capital
perlu dilihat sebagai sebuah harta
sosial yang perlu diinkorporasikan ke
dalam perencanaan pembangunan ka-
lau investasi physical capital dan hu-
man capital ingin menghasilkan out-
come vang mampu mensejahterakan
masyarakat.

Kemudian, feature miskin dalam
perspektif social capital terjadi karena
seseorang tidak menjadi anggota dari
social networks dan lembaga di mana
lembaga itu sebenarnya dapat diman-
faatkan untuk menjamin pekerjaan
dan tempat yang aman (Wilson 1996).
Implikasi penting dari pemikiran im
adalah keanggotaan seseorang dalam
sebuah lembaga atau komunitas, men-
jadi penting karena mekanisme social
capital akan melindunginya dari risiko
dan kerentanan,

Dalam sebuah negara welfare
state di mana warga negaranya tidak
menjadi anggota social security seperti
pension scheme dan health insurance,
maka ancaman risiko dan kerentanan
sangat besar. Social security system
vang dikembangkan negara bisa di-
pandang sebagai social capital raksasa
vang dibangun negara untuk melin-
dungi warga negara secara nasional
Sebaliknya, dalam sebuah negara yang
menganut sistem welfare society di
mana tidak terdapat social security,
maka keanggotaan seseorang dalam
sebuah social capital komunitas men-
jadi sangat berarti bagi kelangsungan
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kehidupannya. Oleh karena itu, di satu
pihak upaya pemerintah adalah ba-
gaimana membantu memfasilitasi agar
social capital terus berkembang secara
dinamis, sementara di lain pihak pe-
merintah juga harus melakukan pro-
mosi agar warga masyarakat masuk ke
dalam jaringan-jaringan kerja tersebut
sebagai anggotanya.

Beranjak dari communitarian
view, social capital memiliki peranan
penting bagi masyarakat Indonesia
karena tiga alasan penting. Pertama,
masyarakat majemuk dan tinggal
tersebar, sangat rentan terhadap disin-
tegrasi sosial. Kesemjangan ekonomi
bisa memicu kecemburuan sosial dan
konflik sosial. Mengintegrasikan ber-
bagai kelompok masyarakat dengan
latar belakang sosial budaya dan ting-
kat kesejahteraan yang berbeda ke
dalam konsep bhineka tunggal ika, su-
lit terwujud bila tidak memiliki ikatan
sosial (norma-norma dan jaringan
jaringan kerja) yang disebut social
capital Kedua, bagi negara yang tidak
memiliki social security, social capital
menjadi  alternatif terakhir untuk
melindungi penduduk miskin. Ketiga,
bentuk-bentuk kepedulian sosial indi-
vidual, akan lebih efektif bila dimobi-
lisasi melalui lembaga dan komunitas
di mana social capital bekerja.

Pada tahun 2001, penulis melaku-
kan policy research dengan judul “Ka-
jian Kesejahteraan sosial Masyarakat:
Studi Kasus Terhadap Masyarakat
Bali-Betawi.” Tujuan rniset imi untuk
mendukung kebijakan peningkatan
kesejahteraan sosial masyarakat. Se-
cara spesifik, riset ini menjawab per-
tanyaan mengapa masyarakat Bali dan
Betawi bisa menunjukkan koeksistens-
inya dalam kehidupan masyarakat
megapolitan. Hasil riset menunjukkan
masyarakat Bali memiliki socral capital
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yvang kuat karena didukung sistem
“banjar.”  Sedangkan  masyarakat
Betawi mampu mempertahankan koek-
sistensinya karena ajaran Islam men-
jadi acuan dalam social capital komu-
nitasnya.

Baru-baru ini penulis melakukan
riset ke Desa Tenggulunan, Kecamat-
an Candi, di Kabupaten Sodoardjo,
karena Desa ini diketahui mampu me-
melihara perdamaian pasca konflik
antar-etnis tanggal 12 Januari 2001,
Pada waktu itu, hampir terjadi konflik
sozial besar antar-etnis di desa terse-
but vang dipicu oleh me-ninggalnya
seorang pedagang sayur warga desa
Durung Bedug yang biasa berjualan di
Pasar Larangan oleh seorang preman
etnis-M. Karena warga Desa Durung
Bedug tidak bisa menerima perbuatan
tersebut, akhirnya ratusan warga Desa
Durung Bedug dengan membawa ber-
bagai perlengkapan perang tradisional
mendatangi Desa Larangan untuk
membalas penganiayaan atas war-
ganya. Kepala Desa Tenggulunan den-
gan aparatnya dan tokoch masyarakat
serta warganya berupaya mencegah
konflik tersebut dengan menjelaskan
duduk persoalan sebenarnya kepada
warga Desa Durung Bedug vang sudah
ziap menghadang siapapun warga et-
nis'M vang tinggal di Desa Larangan.
Akhirnya, niat warga Desa Durung
Bedug untuk melampiaskan napsunya
urung disebabkan kekompakan warga
Desa Larangan yvang dipimpin Kepala
Desa untuk mencegah konflik tersebut.

Dari hasil riset diketahui terdapat
suatu jaringan kerja dan norma serta
kepercayaan yang baik di antara warga
dalam bentuk Legiatan sosial seperti
Jami'ah Tahlil untuk orangtua,
Jami'ah Tibaan untuk kalangan re-
maja, dan Jami'ah Yasin-an untuk re-
maja putri, kegiatan aris-an, kerja

bhakti desa, dan lain-lain. Jaringan
kerja, norma dan kepercayaan vang
terbentuk melalui kegiatan tersebut
adalah social capital. Dengan demiki-
an, karena soliditas social capital vang
baik, konflik antar-etnis di desa terse-
but tidak terjadi.

Penulis juga melakukan observasi
di kota Mataram baru-baru ini untuk
melihat mengapa dua kelompok etnis
yvang pernah bertikai bisa memelihara
perdamaian pada pasca konflik antar
etnik pertengahan tahun 2001. Di sebe-
lah utara Kota Mataram pada perten-
gahan tahun 2001 terjadi “perang ter-
batas" antar-warga Desa Taliwang
dengan warga Desa Toh Pati disebab-
kan salah pengertian antara kedua
warga desa dengan latar belakang et
nis yang berbeda (etnis-B dengan etnis-
S) pada saat terjadi upacara peri-
badatan warga etnis-B. Namun karena
kesigapan Kepala Desa, kedua tokoh
masyarakat yang bertikai, aparat kea-
manan, dan warga kedua desa tersebut
dalam mencegah konflik, akhirnya kon-
flik tersebut tidak meluas. Kedua
warga yang bertikai akhirnya menca-
pai kesepakatan untuk membuat Pos
Pengaman yang sifatnya permanen
vang diisi oleh aparat kepolisian, untuk
mencegah segala kemungkinan. Se-
mentara itu, tokoh masyarakat dari
kedua belah pihak membangun jarin-
gan komunikasi intensif untuk men-
cegah ter-ulangnya persitiwa mena-
kutkan tersebut. Untuk sementara
waktu, hingga sekarang tidak pernah
terdengar kembali gejala-gejala konflik
sosial tersebut. Hal ini menunjukan
bahwa masyarakat dengan kepemim-
pinan tokohnya, dapat membangun
sebuah social capital baru bila mereka
menghendaki.

Berdasarkan hasil observasi penu-
lis, dewasa ini di Kabupaten Lombok
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Timur tengah terjadi ketegangan se-
sama warga muslim disebabkan dua
orang putri Tuan Guru—tokoh ulama
paling disegani dan dihormati masya-
rakat mushm Lombok—karena sepen-
inggal ayahnva kedua putri pewaris
ulama perguruan Islam paling berpen-
garuh tersebut masing-masing mem-
bangun kekuatan untuk mendapatkan
jemaah  sebanyak-banyaknya Kete-
gangan antava kedua pimpinan masea
ini dikhawatirkan menimbulkan kon-
flik sosial sesama mereka, Ketegangan
sosial ini nampaknya terjadi karena
adanya kerusakan ja-ringan-jaringan
kerja, norma-norma, dan kepercayaan
antar-anggota komunitas. Anggota ko~
munitas yang dahulu merupakan ke-
satuan, sekarang terpecah ke dalam
dua komunikasi dengan berbeda ke-
pentingan. Tali silaturahmi yang se-
lama ini dibangun oleh Tuan Guru bagi
kepentingan ummat. terputus disebab-
kan terjadinya dekonsentrasi kepe-
mimpinan mereka.

i Kabupaten Lombok Timur juga
dewasa ini tengah terjadi ketegangan
sosial di mana warga masyarakat pen-
gikut ajaran Ahmadiyah, mendapat
tekanan dari masyvarakat Lombok
Timur untuk hengkang dar bumi
Lombok. Ketegangan ini muncul dise-
babkan tidak terjadinya putusnya tali
silaturahmi antara pengikut ajaran
Ahmadivah dengan warga Muslim
Lombok pada umumnya. Adanya
pengelompokkan warga Muslim ke
dalam ajaran baru tersebut menyebab-
kan lunturnya jaringan kerja, norma,
dan kepercayaan di antara kedua
warga Muslim dari ajaran yang ber:
beda. Dengan kata lain, social capital
vang selama ini mereka hayati dan di-
terapkan karena adanya persamaan
kepercayaan, soliditasnya melemah
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atau hancur disebabkan perbedaan ke-
pentingan,

Dikaitkan dengan bukti-bukti em-
piris di atas, menunjukkan bahwa ek-
sistensi social capital pada level komu-
nitas ternyata masih terpelhhara.
Bahkan bukti-bukti empiris itu menun-
jukkan bahwa social capital masih ber-
fungsi. D1 sejumlah negara, socraf capr-
tal bahkan mampu mendukung pro-
gram pemerintah dalam pengentasan
kemiskinan. Social capital juga mampu
mencegah konflik, mengembangkan
rekonsiliasi konflik, dan memelihara
perdamaian. Di Amerika Serikat, social
capital ter-nyata berkembang dengan
baik, bahkan masyarakat mampu
mengembangkannya disesuaikan den-
gan keadaan. Indonesia dengan mayo-
ritas masyarakat tradisional, fungs
social capital seharusnya lebih kuat.

Jadi, apabila ada anggapan se-
mentara orang bahwa social capital
telah punah sejalan dengan perkem-
bangan sejarah kehidupan manusia
(human history), pendapat semacam
itu mungkin tidak didukung oleh data
hasil penelitian empiris dari lapang-an.
Di lain pihak, bila masih ada yang
menilai bahwa social capital sudah ti-
dak berfungsi, pandangan semacam ini
disebabkan indikator social capital
yvang digunakan untuk mengukurnya
mungkin tidak sudah relevan lagi den-
gan phase perkembangan masyarakat
Indonesia. Oleh karena itu, bila ada
pihak-pihak yang berupaya member-
dayakan social capital sebagai harta
gosial atau piranti sosial untuk
mengembangkan kesejahteraan sosial
masyarakat, atau untuk kepentingan
yang lebih besar seperti pembangunan
ekonomi dan lain sebagainya, perlu
didukung sepenuhnya agar tidak ber
henti sebatas waecana untuk pemenu-
han kepuasan kaum intelektual.
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‘5. INDIKATOR SOCIAL CAPITAL

Untuk mendukung sebuah kebija-
kan pengavaan social capital diperlu-
kan penelitian komparatif dengan ber-
bagai ukuran social capital di berbagai
daerah. Tujuannya adalah untuk men-
guji adanya keragaman “di dalam-
daerah” dan “antar-daerah” dalam
mereduski kemiskinan, pe-ningkatan
kinerja pemerintah, manajemen kon-
flik sosial, kepedulian sosial, pemeli-
haraan perdamaian, dan pertumbuhan
ekonomi. Sebab bila hanya mengguna-
kan satu ukuran social capital untuk
lembaga dan komunitas yvang berbeda
geografisnya, akan sulit dipakai bagi
komunitas yang lebih luas terutama di
Indonesia karena beberapa alasan.
Pertama, definisi paling komprehensif
social capital sangat multidimensional
karena menggabungkan ba-nyak level
dan unit analisis yang berbeda. Kedus,
hakekat dan bentuk social capital
senantiasa berubah sepanjang waktu
sejalan dengan keseimbangan hubun-
gan informal-formal  organization.
Ketiga, mungkin tidak tersedia suatu
survey cross-country longitudinal di
Indonesia yang dirancang untuk men-
gukur social capital, kita mungkin
hanya mampu mengkompilasikan Seo-
cial Capital Index (SCI) yang telah di-
formulasi oleh pihak lain. Keempat,
social capital bisa berbeda-beda tergan-
tung pada daerah dan latar belakang
etnis dari lembaga dan komunitas.

Uraian berikut adalah sejumlah
indikator social capital sebagai refe-
rensi bagi perumusan indikator social
capital di Indonesia: kepercayaan, ke-
cenderungan voting untuk mengambil
keputusan penting, mobilitas sosial.
Sejumlah  studi  berhasil meng-
identifikasi hal-hal berikut: keanggo-
taan dalam asosiasi informal dan for-

mal, tolong-menoclong, pesta olahraga
lokal, dan upacara adat tradisional,
merupakan indikator social capital
Sementara itu, berdasarkan hasil sur-
vey Deepa Narayan (1997) terhadap
segjumlah rumah tangga di sejumlah
daerah perdesaan Tanzania, Narayan
and Pritchett (1999) mengembangkan
gagasan Social Capital Index (SCI) un-
tuk level rumah tangga dan komunitas.
Dimensi SCI tersebut adalah' keber-
fungsian kelompok, kontribusi finan-
sial dan natura bagi kelompok, partisi-
pasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan, dan heterogenitas keanggo-
taan. Dengan semakin besar kontribusi
keempat indikator tersebut bagi lem-
baga atau komunitas, semakin kuat
soliditas social eapital dan makin
tinggi kesejahteraan sosial lembage
atau komunitas. Dengan semakin het
erogennya keanggotaan sebuah lem
baga atau komunitas, maka keraga
man anggota membentuk tolerans
yang tinggl.

Studi terhadap institusi-institus
lokal di Bolivia (Grootaert and Nara
yan, 2000), Burkina Faso (Grootaert
Oh, and Swamy, 1999), dan Indonesi:
(Grootaert, 1999), diketahui ada di
mensi yang berbeda tentang socia
capital pada level rumah tangga da
komunitas, tetapi sama-sama mem
berikan kontribusi signifikan bagi ke
sejahteraan rumah tangga, dan meru
pakan capital bagi penduduk miskir
Variable tersebut adalah kekentala:
hubungan, heterogentitas keanggotaa:
dalam asosiasi, dan tingkat partisipas
aktif mereka dalam asosiasi.

Manifestasi lain dari socfal capita
seperti diungkapkan Francis Fuku
vama (1995), adalah “norma-norma da:
nilai-nilai yang memfasilitasi lembag:
dan komunitas untuk melakukan pe
rubahan, menekan biaya transaks
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mengurangl biaya informasi, membo-
lehkan perdagangan tanpa kontrak,
dan menggugah tanggung jawab warga
dalam pengelolaan sumber daya secara
kolektif. Berdasarkan data World Val-
ues Survey tentang social capital se-
jumlah ahli ekonomi menemukan nilai-
nila1 social capital dalam bentuk frust.
Sementara itu, Knack and Keefer
(1997) dengan menggunakan data
Wordd Survey Values tersebut meny-
impulkan adanya korelasi positif anta-
ra trust dengan tingkat investasi di
sebuah negara. Sebuah negara di mana
tingkat  kepercayaan  masyarakat
kepada pemerintah sangat lemah da-
pat mengurangi minat sebuah negara
investor melakukan investasinya di
sebuah negara.

Masih ada hasil studi lain yang
mengembangkan SCI  seperti di
Amerika Serikat, The MNational Com-
mission on Philanthropy and Civic Re-
newal (1998), berhasil mengembang-
kan National Index of Civie Engage-
ment. Indeks ini menekankan pada
lima dimensi pokok, vakmi® giving cli-
mate, community engagement, charita-
ble involvement, the spirit of volunta-
rism, dan active citizenship. MNegara-

negara di mana masyarakatnya
memilili karakteristik tersebut, kuat
social capitalnya.

Dalam sebuah eksplorasi sosial
terhadap akar konflik Hindu-Muslim di
India, Varshney (2000) menemukan
peranan intercommunal networks. Bagi
kota-kota di mana interaksi Hindu-
Muslim rendah, hanya sedikit tersedia
saluran-saluran untuk resolusi damai
bagi bahaya Jafent communal conflict,
dan justru secara periodikal terjadi
pertikaian; bagi kotakota di mana
keanggotaan asosiasi saling overlap
dan interaksi sehari-hari intensif, kon-
flik dapat diantisipasi dan di disipasi.
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Hasil Varshney ini membuktikan di-
versitas menjadi sumber kekuatan bila
social ties melintasi batas-batas komu-
nitas berbeda.

Untuk menilai social capital pada
level individu, Onyx and Bullen (2000)
berhasil mengembangkan delapan SCI
individu, yakni' partisipasi dalam ko-
munitas lokal, proaksi dalam konteks
sosial, memiliki tingkat kepercayaan
tinggi dan rasa aman, memiliki koneksi
kuat dengan tetangga, memelihara si-
laturahmi dengan sanak-keluarga dan
teman, toleran terhadap diversitas,
hidup lebih bermakna, memiliki
koneksi kerja. SCI individu dapat
memprediksi sejauh mana kekentalan
social ecapital komumtas. Semakin
lengkap unsur social capital individu,
semakin baik kekentalan social capital
semakin besar kontribusinya bagi kese-
jahteraan sosial komunitas. Indikator
social capital tersebut dapat menjadi
referensi untuk pengembangan sebuah
instrument untuk mendiagnosis piranti
sosial komunitas di Indonesia.

6. IMPLIKASI BAGI TEORI, RISET
DAN KEBIJAKAN

Dengan diketahuinya peran dan
pentingnya social capital sebagai pi-
ranti sosial komunitas, maka inkorpo-
rasi konsep social capital ke dalam ke-
bijakan di Indonesia menjadi mende-
sak. Selama ini ini kebijakan pemban-
gunan terlalu memfokuskan pada di-
mensi ekonomi. Untuk intervensi re-
duksi kemiskinan pada komunitas mis-
kin pada masyarakat heterogen me-
mang sulit. Oleh karena itu, perhatian
pada social capital saja tidak cukup,
sehingga kemiskinan dan komunitas
miskin masih tetap menjadi tantangan
besar bagi pembangunan. Social capital
bukan satu-satunya jawaban meme-
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cahkan kemiskinan. Secial capital se-
bhuah piranti sosial yang dapat mem-
bantu komunitas miskin mencegah
risiko dan kerentanan, hla social capi-
tal mereka diperhitungkan. Dengan
demikian, dari perspektif komuni-
tarian, bantuan teknik dan finansial
memang penting, tetapi bukan kondisi
yang memadai bagi pemberdayaan ko-
munitas miskin. Sementara itu, untuk
mengatasl konflik sosial, social capital
dapat menjadi piranti sosial bagi
mengembangkan saling pengertian dan
toleransi sehingga anggota komunitas
dapat mengembangkan tali sila-
turahmi lintas-komunitas.

Sehubungan dengan itu, sangat
kritikal untuk melakukan investasi
sosial terhadap kapasitas kelembagaan
komunitas miskin untuk membantu
mereka membangun jembatan dengan
kelompok sosial lainnya. Intervensi
pembangunan sebaiknya dilihat me-
lalui lensa socfal capital, dan memper-
hitungkan dampaknya terhadap social
capital Social capital komunitas mi-
skin adalalh sumber primer yang
mereka miliki untuk dalam mengelola
risike dan kerentanan, dan oleh
karenanya pihak-pihak luar perlu
mencari caracara untuk mengkom-
plemenkan sumber-sumber tersebut.

Bila komunitas miskin mempun-
vai akses langsung kepada perenca“
naan, implementasi, pengelolaan, dan
evaluasi sebuah proyek, refurns on in-
vestments dan kelangsungan proyek
dapat terjamin. Agar social capital
lembaga atau Lkomunitas memiliki
peran sosial dalam pencegahan dan
resolusi konflik sosial, pemeliharaan
perdamaian, dan peningkatan kese-
jahteraan sosial, maka anggota lem-
baga dan komunitas harus selalu
memperoleh informasi tentang kondisi
objektif masyarakat, melalui proses

pendidik-an - dan pelatihan melalui
jalur formal dan informal.

Ada empat pendekatan yang dapat
dipertimbangkan oleh administrative
agencies dalam mengembangkan kebi-
jakan untuk mendorong keberfungsian
social capital dalam rangka mening-
katkan kesejahteraan sosial komuni-
tas. Pertama, pendekat-an kekuasaan
(authoritative technigues) di mana
implementasi kebjakan didasarkan
pada asumsi bahwa tindakan orang
perlu diatur dan di-awasi oleh pemer-
intah sehingga dapat mencegah atau
mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang
tidak aman, tidak adil, jahat, dan
amoral. Kedua, pendekatan insentif
(incentive technigues) di mana imple-
mentasi kebijakan didasarkan pada
asumsi bahwa orang umumnya
memiliki sifat uéility maximizers yang
bertindak atas dasar kepentingan ter-
baik bagi mereka dan oleh karenanya
perlu memberikan keringanan atau
pembebasan (payoff/ atau bahkan
penghargaan (financial inducements)
bagi vang mematuhi kebijakan pemer-
intah. Ketiga, pendekatan kapasitas
(capacity technigues) di mana imple-
mentasi kebijakan didasarkan pada
asumsi bahwa orang memerlukan in-
formasi, pendidikan, pelatihan, atau
fasilitas-fasilitas yang memungkinkan
mereka melakukan aktivitas sesuai
dengan yang dikehendaki pemerintah.
Keempat, pendekatan himbauan (hor-
tatory technigues) di mana implemen-
tasi kebijakan didasarkan pada asumsi
bahwa orang perlu didorong untuk
mematuhi kebijakan pemerintah den-
gan memotivasi mereka untuk memili-
ki “hetter instincts” dalam suatu upaya
agar mereka bertindak sesuai dengan
cara yang dianjurkan pemerintah.
Keempat pendekatan tersebut sebaik-
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nya dilakukan secara simultan se-
hingga mencapai efektivitas maksimal.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Masih premature menyimpulkan
bahwa azas keseimbangan antara di-
mensi ekonomi dan dimensi sosial te-
lah terbentulk di Indonesi. Akan tetapi
cukup alasan untuk mengatakan
bahwa “konsensus tak-tertulis” telah
muncul bahwa hubungan sosial (social
relationships) penting dalam pemban-
gunan. Telaahan teoritis dan bukti em-
piris seperti disajikan di atas tentang
social capital sebagai sebuah piranti
sosial pada level komunitas menunjuk-
kan bahwa hubungan sosial men-
vediakan peluang untuk memobilisasi
sumber-sumber vang ada pada
masyarakat. Dimensi empiris mendu-
kung argumen hahwa social capital
dapat digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial lembaga atau ko-
munitas. Social capital dapat berfungsi
dengan baik dengan absennya mekan-
isme asuransi formal dan instrumen
finansial. Penggunaan koneksi sosial
oleh warga komunitas miskin untuk
melindungi mereka dari risiko dan ker-
entanan, merupakan sebuah contoh
konkrit peranan social capital dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial
individu pada level komunitas.

Riset mengenai social capital di
Indonesia masih terbatas, tetapi poli-
cvmakers dan practitioners tidak bisa
menunggu para peneliti sampai mem-
perlihatkan eksistensi social capital di
Indonesia. Oleh karena itu, pihak-
pihak yang berkepentingan sebaiknya
segera saja melakukan action research
terhadap social capital komunitas
karena social capital penting bagi ko-
munitas.
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Dari perspektif komunitarian, so-
cial capital dipandang sebagai inde-
pendent varfable, sedangkan harmoni,
perdamaian, kesejahteraan sosial, dan
lain-lain adalah dependent variable.
Fluktuasi yang terjadi pada soeial capi-
ta! berpengaruh terhadap kese-
jahteraan komumtas. Masih banyak
putcome lain dari social capital, tergan-
tung pada komitmen anggota lembaga
dan komunitas untuk mengembangkan
jangkauan social capital sebagai pi-
ranti sosial komunitas. Yang jelas
bahwa social re-engineering terhadap
social eapital oleh anggota komunitas
sendiri sangat memungkinkan, sebab
apabila tidak peranan dan fungsi socia/
capital akan ditelan perubahan sosial.

Langkah-langkah strategis ber-
ikut dapat dipertimbangkan untuk
mendukung kebijakan peningkatan
peran social capital dalam meningkat-
kan kesejahteraan sosial individu pada
level komunitas: (1) melakukan survey
pemetaan sosial tentang soecial capital
pada komunitas; (2) berdasarkan hasil
studi sebelumnya di sejumlah negara
di dunia, sudah sejumlah indikator so-
cial capital dapat menjadi acuan bagi
penyusunan instruments pemetaan
sosial dimaksud; dan (3) sebuah Re-
search Proposal tentang “Social Map-
ping of Indonesian Social Capital In-
dex” perlu diajukan kepada lembaga
donor internasional untuk mendapat
dukungan dana dan teknik.
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